
 

 
 

 
 

BUPATI ROKAN HULU 
PROVINSI RIAU 

 
PERATURAN BUPATI ROKAN HULU 

NOMO  29  TAHUN  2024 
 

TENTANG 
 

PENJABARAN  PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH   

KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN ANGGARAN 2023 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI ROKAN HULU, 

 
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan 

Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2024 

Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rokan 

Hulu Tahun Anggaran 2023 perlu ditetapkan Peraturan 
Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanan 

Anggaran Pendapatan  dan Belanja Daerah (APBD) 
Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2023; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang 
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan 

Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, 
Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten 
Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008, tentang 

Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Republik 
Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 ( Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880); 
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 

Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

 SALINAN 



Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 143,Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 

6801); 
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6856);   
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 110, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028; 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang 
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4614); 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang 

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah kepada Pemerintah ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6323 ); 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 5165); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang 
Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah; sebagaimana 
Telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 

Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden 
Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah; 
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 

Tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Rancangan 

Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

Belanja Daerah (APBD); 



14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1447) ; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 nomor 972) ; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781); 
17. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 9 

Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2023; 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 8 

Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 

Anggaran 2023; 
19. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 

Tahun 2024 tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan 
APBD Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2023. 

 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN  

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  KABUPATEN 

ROKAN HULU TAHUN ANGGARAN 2023. 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal  1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.  
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintah oleh 

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945.  

3. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan 

yang menjadi kewenangan Daerah otonom.  
4. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.  

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 
lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur 
penyelenggara pemerintah daerah. 

6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka 
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang 

serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah 
berhubung dengan dan kewajiban Daerah tersebut. 



7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Keseluruhan kegiatan yang meliputi 

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 
pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. 

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 
APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan 

Perda yang meliputi perda APBD dan perda perubahan APBD. 
9. Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 

disebut penjabaran APBD meliputi penjabaran APBD dan penjabaran 
perubahan APBD yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. 

10. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah bentuk pertanggungjawaban 

pengelolaan keuangan daerah selaku entitas pelaporan selama satu periode 
pelaporan. 

11. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan 
yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, 

surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan 
anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya 
dalam satu periode. 

 
 

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

 
Pasal 2 

 

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah wujud dari 
transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Keuangan Daerah 

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati  ini adalah : 
a. sebagai bentuk pertanggungjawaban Keuangan pelaksanaan APBD 

Tahun Anggaran 2023; 
b. sebagai informasi bagi masyarakat untuk melihat Kinerja Pemerintah 

Daerah; 

c. sebagai alat untuk menjaga sinkronisasi dari proses perencanaan 
hingga pertanggungjawaban; dan 

d. sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan penganggaran dan 
perencanaan tahun berikutnya.  

 
 

BAB III 

LRA 
 

Pasal 3 
 

LRA Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 terdiri atas : 
a. Pendapatan :  

1. Pendapatan Asli Daerah                                                               

a) Pajak Daerah Rp.    67.829.112.388,92 
b) Retribusi Daerah  Rp.      8.533.083.042,00 

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 
Yang di Pisahkan Rp.      2.398.005.508,00 

d) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Rp.    69.780.328.059,30 
 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Rp.  148.540.528.998,22 

2. Pendapatan Transfer  

(Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan)  
a) Bagi Hasil Pajak Rp.  100.172.266.859,00 

b) Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Rp.  265.590.979.370,00 
c) Pendapatan Dana Alokasi Umum Rp.  678.915.439.397,00 



d) Pendapatan Dana Alokasi Khusus Rp.  288.002.840.784,00 

e) Dana Insentif Daerah (DID) Rp.    13.493.601.500,00 
f) Dana Desa Rp.  139.870.726.000,00 

g) Transfer Pemerintah Provinsi Rp.  211.102.940.130,00 
JumlahTransfer                                        Rp.1.697.148.794.040,00 

3. Lain-lain Pendapatan Yang Sah                   
  Pendapatan Hibah                                 Rp.         124.574.663,00 

 Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah  Rp.         124.574.663,00 
JumlahPendapatan                             Rp.1.845.813.897.701,22 

 

b. Belanja :    
1. Belanja Operasi 

a) Belanja Pegawai Rp.  603.842.271.673,00 
b) Belanja Barang dan Jasa  Rp.  532.662.237.285,95 

c) Belanja Bunga Rp.       0,00 
d) Belanja Subsidi Rp.   0,00 
e) Belanja Hibah Rp.    57.407.324.181,00 

f) Belanja Bantuan Sosial Rp.      1.009.100.000,00 
Jumlah Belanja Operasi                     Rp.1.194.920.933.139,95 

2. Belanja Modal 
a) Belanja Tanah Rp.    0,00 

b) Belanja Peralatan dan Mesin Rp.     50.670.206.258,00 
c) Belanja Gedung dan Bangunan Rp.     64.342.140.106,00 
d) Belanja Jalan, Irigasi Dan Jaringan Rp.   235.512.051.262,00 

e) Belanja Aset Tetap Lainnya Rp.       6.038.713.964,00 
f) Belanja Aset Lainnya Rp.            78.962.000,00 

Jumlah Belanja Modal Rp.   356.642.073.590,00 
3. Belanja Tidak Terduga 

a) Belanja Tidak Terduga Rp.       9.153.526.845,00 
     Jumlah Belanja Tidak Terduga   Rp.       9.153.526.845,00 

4. Transfer 

a) Transfer Bagi Hasil Ke Desa Rp.       7.205.792.096,00 
b) Belanja Bantuan Keuangan Rp.   248.001.478.441,00 

Jumlah Transfer Rp.   255.207.270.537,00 
Jumlah Belanja                      Rp.1.815.923.804.111,95 

Surplus /Defisit Rp.     29.890.093.589,27 
 
c. Pembiayaan : 

1.   Penerimaan  Rp.    44.434.516.941,81 
2.   Pengeluaran       Rp.      1.000.000.000,00 

 Jumlah Pembiayaan Netto Rp.    43.434.516.941,81 
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan Rp.    73.324.610.531,08 

 
 

Pasal 4 

 
Ringkasan LRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dirinci lebih lanjut 

kedalam Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana tercantum dalam lampiran I 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari  Peraturan Bupati ini. 

 
Pasal 5 

 

Penjabaran LRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam 
lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 

ini. 
 



BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 6 
 

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan 
Hulu. 

 
Ditetapkan di Pasir Pengaraian 

pada tanggal  29  Juli 2024 
 

BUPATI ROKAN HULU, 

 
                                                                               ttd 

 
S U K I M A N 

 

 
Diundangkan di Pasir Pengaraian                     Salinan sesuai aslinya, 
pada tanggal  29  Juli 2024 

                     
SEKRETARIS DAERAH  

KABUPATEN ROKAN HULU,  
  

    ttd 

 
MUHAMMAD ZAKI 

   
BERITA  DAERAH  KABUPATEN ROKAN HULU  TAHUN  2024  NOMOR :  29 


